SALINAN

WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 48

TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

1.

WALI KOTA SIBOLGA,

bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk
melunasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu upaya
meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli
Daerah khususnya Pajak Daerah, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 48
Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif
Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 perlu untuk
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga
Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4740);

3. Undang-Undang....




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

10. Peraturan....




Menetapkan :

10. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun
2011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun
2014y);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR
48 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN  SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN
2023.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali kota Nomor 48 Tahun
2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda
Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Sibolga Nomor 516
Tahun 2023) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasif berupa denda atas :
a. PBB-P2 Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2023; dan
b. ketetapan pajak Tahun 2024.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif berupa denda

atas tunggakan PBB-P2 berlaku mulai tanggal 01 September
2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal II...




Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 05 Desember 2023

WALI KOTA SIBOLGA,
dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 05 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 545

89816705 200804 1 001




